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ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SESUAI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PADA CV TBL

ABSTRAK
Ni Komang Ayu Fransiska

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, tetapi di sisi lain pgjak
merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pgak akan mengurangi laba
perusahaan, oleh sebab itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan
paak. Self-Assesment yang berlaku di Indonesia juga menjadi pemicu untuk
perusahaan melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan di CV TBL
yang berlokas di Sukawati Kabupaten Gianyar. Objek penelitian dalam penelitian
ini adalah perencanaan Pgjak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 3 (tiga)
aternatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif
deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan
metode Gross Up akan memberikan penghematan jika dibanding dengan
penerapan dternatif yang lain. Penghematan paak ini mampu mengefisienkan
pajak penghasilan baik dari sis karyawan dan dari sisi perusahaan.Perhitungan
PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up juga dapat mengakibatkan gaji bruto
karyavan akan nailk yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun,
sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak terdapat
selish antara biaya fiska dan komersiad yang ditanggung perusahaan.
Menerapkan metode Gross up pada perhitungan PPh Pasa 21 karyawan,
penambahan beban ggji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan
karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pgak, sehingga Pgak
Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Kata Kunci : Perencanaan Pagjak, PPh Pasal 21, Efisiensi Pgjak, Metode Gross
Up
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INCOME TAX PLANNING
ARTICLE 21 IN ACCORDANCE WITH THE HARMONIZATION OF TAX
REGULATION ON CV TBL

ABSTRACT
Ni Komang Ayu Fransiska

Taxes are the largest revenue source for the state, but on the other hand is a cost
for the company tax because the tax burden would reduce corporate profits, and
therefore a lot of companies that do tax planning. Self-Assessment in force in
Indonesia is also a trigger for corporate tax planning. The research was
conducted in CV TBL located in Sukawati Gianyar regency. Research object in
this study is Article 21 Income Tax planning using three (3) alternatives. The data
was collected by the method of interview and documentation. The analysis
technique used is descriptive quantitative analysis. Based on the analysis that had
been done that applying Gross Up method will provide savings when compared
with the application of the other alternatives. This tax savings can streamline the
income tax both from the employee side and from the company side. Article 21
Calculation of Income Tax Gross Up method can also result in the employee's
gross salary will rise resulting in corporate profits to be down, so that the tax
borne by the company will go down, and there is no difference between
commercial and fiscal costs borne by the company. Applying the method of
calculation of Gross up on Article 21 employees, additional salary burden on
companies is not a burden for the company because of this increase will reduce
profit before tax, corporate income tax so that the company will go down.

Keywords : Tax Planning, Income Tax Article 21, Tax Efficiency, Gross Up
Method.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang menjadi
sumber pendanaan bagi sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh
Negara Indonesia. Pgjak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan
Negara. Meskipun Indonesia tidak hanya menerima pendapatan dari paak
sgja hamun juga penerimaan non paak. Pgjak mempunya peranan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk
membiayai semua termasuk pengeluaran pembangunan.

Melalui pgjak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi
untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga
digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi
menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral
dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara
paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana mel aksanakan hak
dan kewagjibannya terkait dengan pajak. Hal ini mengakibatkan pemerintah

selau berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya.



Tabel 1. 1 Penerimaan Negara Tahun 2021

. Tahun 2021
Sumber Penerimaan - Keuangan (Miliar Rupiah)
|. Penerimaan 1.733.042,80
Penerimaan Perpajakan 1.375.832,70
Pajak Penghasilan 615.210,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pgja
Penjualan atas Barang Mewah 501.780,00
Pgjak Bumi dan Bangunan 14.830,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0
Cukai 182.200,00
Pajak Lainnya 10.640,00
Pgjak Perdagangan Internasional 51.172,70
Penerimaan Bukan Pajak 357.210,10
Penerimaan Sumber Daya Alam 130.936,80
Pgn_dapatan dari Kekayaan Negara yang 30.011,20
Dipisahkan
Penerimaan Bukan Pgjak Lainnya 117.949,70
Pendapatan Badan Layanan Umum 78.312,40
[1. Hibah 2.700,00
Jumlah 1.735.742,80

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 terlihat rincian penerimaan negara pada
tahun 2021 yaitu mencapai 1.735.742,80 miliar. Dari penerimaan tersebut
sektor perpajakan diterima paling besar khususnya pada pajak penghasilan
yaitu sebesar Rp 615.210 miliar. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya
perusahaan besar yang ada di Indonesia mengakibatkan perusahaan harus
berkontribusi besar juga terhadap pendapatan pajak penghasilan pada setiap
tahunnya, dikarenakan perusahaan harus menyetor pgjak penghasilan badan
maupun pajak penghasilan orang pribadi karyawannya.

Pada tahun 2019 terjadi wabah covid-19 di Indonesia dan bahkan

seluruh  dunia, ini menyebabkan keadaan ekonomi khususnya di



Indonesia menjadi lemah hingga penerimaan negarapun menurun, oleh
karenanya pemerintah sgak tahun 2020 mengeluarkan peraturan Menteri
Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang
instentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus Covid-19
yang berlaku sampai dengan tahun 2021. Perekonomian yang belum pulih
membuat pemerintah menciptakan Rancangan Undang-Undang tentang
Harmonisasi Peraturan Perpgjakan ( RUU HPP) hingga disahkannya oleh
Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021
pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP ini diyakini dapat meningkatkan
pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan
pemulihan perekonomian di Indonesia (Rahmadi, 2022).

Dalam pembahasan UU HPP menggunakan metode omnibus law, yaitu
dengan menggabungkan beberapa materi pengaturan bidang perpaakan
dalam satu UU. Setidaknya ada enam substansi UU bidang perpajakan yang
diubah dan dua materi pengaturan baru dalam UU HPP yakni: UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgjakan (KUP); UU No. 7 Tahun 1983 tentang
Pgjak Penghasilan; UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan Barang Mewah; UU No. 11 Tahun 1995
tentang Cukai; UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi



Undang-Undang; UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Program
Pengungkapan Sukarela Wagjib Pgak dan Pgjak Karbon (Lathifa, Poin
Penting dalam UU HPP Terbaru, 2021).

Pendapatan terbesar dari sektor perpajakan diterima dari pajak
penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak
yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya
para pegawai. PPh pasal 21 adalah pgjak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal
21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai. Penerima uang pesangon,
pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua,
termasuk ahli warisnya; bukan pegawa yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;, peserta
kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2018).

Seperti yang kita ketahui, semakin besar laba yang diterima perusahaan
maka semakin besar pula pgak penghasilan badan yang harus dibayarkan
suatu perusahaan. Hal ini lah yang mengakibatkan perusahaan melakukan
berbagai upaya untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Salah satu
cara yang bisa dilakukan adalah dengan manajemen pajak, yaitu upaya
pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai

perpajakan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat



lebih ringan dan mengakibatkan pendapatan perusahaan akan meningkat
tanpa harus melakukan pelanggaran hukum. Upaya minimalisasi ini disebut
juga sebaga Tax Planning, yaitu upaya untuk memenuhi kewajiban
perpajakan secara lengkap dan tepat waktu sehingga dapat menghindari
pemborosan sumber daya secara optimal (Ernawati, Eno, 2019).

Perencanaan Pgjak (Tax planning) adalah suatu proses mengorganisasi
usaha wajib pgak sedemikian rupa agar utang pajaknya bak, pajak
penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal
tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Mardiasmo, 2018).
Dengan perencanaan pajak yang tepat dan efisien maka beban pajak akan
dapat diminimalkan sebagai upaya penghematan pajak atau penghindaran
pajak dimana hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar
aturan melainkan legal dan dapat diterima oleh fiskus.

Biaya PPh Pasal 21 dan PPh Badan di CV TBL pada tahun 2021 yaitu
sgumlah Rp 944.533.298 yang di informasikan dari perusahaan pada
wawancara pra penelitian. Berdasarkan jumlah tersebut yang tidak signifikan
seharusnya perusahaan bisa melakukan penghematan pembayaran pajak
penghasilan. Perusahaan ingin meminimalisir beban pajak dengan melakukan
perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 tahun berikutnya karena beban-beban
lain sebagaian besar telah dipangkas oleh mangemen. Perusahaan
menggunakan Gross Method dalam perhitungan PPh pasal 21 atas ggji
karyawannya yang mengakibatkan karyawan terbebani dengan beban PPh

Pasal 21. Perusahaan bisa melakukan penghematan pembayaran pajak



penghasilan dengan cara menerapkan Gross Up Method dalam perhitungan
pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan memberikan keuntungan bagi
perusahaan karena PPh Badannya semakin rendah, dan karyawan tidak
terbebani dengan PPh Pasal 21. Perusahaan ingin melakukan cara legal dalam
penerapan perencanaan pagjak yang baik dan benar dengan dilakukannya
analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dalam upaya
meningkatkan efisiensi beban pajak pada CV TBL padatahun berikutnya.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka judul dari
penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada CV TBL”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, yang menjadi pokok
permasal ahan dalam penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimanakah perhitungan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sesuai UU
HPP pada CV TBL melalui Gross Method, Net Method, dan Gross Up
Method?

1.2.2 Bagaimanakah analisis tingkat perbandingan efisenss PPh badan
setelah dilakukannya perencanaan pajak dengan Gross Method, Net

Method, dan Gross Up Method?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian
ini adalah :
1.3.1 Untuk mengetahui perhitungan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sesuai
UU HPP pada CV TBL mealui Gross Method, Net Method, dan Gross
Up Method.
1.3.2 Untuk mengetahui analisis tingkat perbandingan efisiensi PPh badan
setelah dilakukan perencanaan pajak dengan Gross Method, Net
Method, dan Gross Up Method.
1.4 Manfaat Penelitain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan
empiris. Manfaat teoritis ditujukan kepada pembaca maupun pihak lain untuk
menambah pustaka, sedangkan manfaat praktis ditujukan kepada pihak yang
akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan ilmu
pengetahuan.
1.4.1 Manfaat Teoritis
1.4.1.1 Bagi Mahasiswa
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan mahasisva dalam perpgakan khususnya

Perencanaan Pgjak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh badan.



1.4.1.2 Bagi Politeknik Negeri Bali
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan
bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali dalam bidang perpajakan
khususnya Pgjak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) dan PPh badan.
1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Bagi CV TBL
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber
informasi atau masukan kepada pihak perusahaan mengenai
analisis penergpan perencanaan Pgjak Penghasilan Pasa 21

sesua UU HPP padaCV TBL.

1.4.2.2 Bagi Politeknik Negeri Bali
Sebagai salah satu lembaga pendididkan, hasil penelitian ini
dapat menjadi acuan bagi Politeknik Negeri Bali dalam
melakukan proses evaluasi terhadap sistem pendididkan yang
telah dilaksanakan dalam hal ini terkait dengan mata kuliah

akuntansi perpajakan.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi atau
gambaran pada penditian selanjutnya mengenai analisis
penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesua UU

HPP padaCV TBL.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji dan
menganalisis penerapan perencanaan PPh pasal 21 sesuai UU HPP pada

CV TBL, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu :

5.1.1 Berdasarkan penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang sesual
dengan UU HPP pada CV TBL, dari perhitungan ketiga metode
pemotongan PPh Pasal 21 dapat diketahui jumlah laba bersih setelah
pajak penghasilan yaitu :

a. Metode Gross sebesar Rp 1,883,467,674

b. Metode Net sebesar Rp 1,883,467,674

c. Metode Gross Up sebesar Rp 1,346,067,008

Dari jumlah tersebut terlihat bahwa laba setelah dilakukan analisis
perencanaan pajak, lebih kecil jika dibandingkan dengan laba yang
dihasilkan dengan penerapan aternatif perhitungan yang dibayar
perusahaan (metode gross) yakni Rp 1,346,067,008 hal ini disebabkan
oleh adanya biaya untuk menanggung PPh Pasal 21 dengan opsi
pemberian tunjangan pajak (metode gross up) yang dapat dikurangkan
saat menghitung laba fiskal dan pada akhirnya mengurangi PPh Badan

terutang
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5.1.2 Apabila perusahaan mengimplementasikan perencanaan pajak melalui

5.2 Saran

pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam
bentuk tunjangan atau metode gross up akan menghasilkan
penghematan PPh Badan yang terutang, karena tunjangan PPh Pasal
21 dapat dibebankan baik secara komersial maupun secara fiskal, dan
akan membuat laba komersial setelah paak perusahaan akan
bertambah. Dapat dilihat dari proyeksi besarnya PPh Badan yang
terutang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 516,089,994. Dengan
melalukan perencanaan pajak, besarnya PPh Badan yang terutang
tahun 2021 akan berkurang menjadi Rp 304,535,875. Penghematan
PPh Badan yang terutang yaitu sebesar Rp 211,554,119. Namun
perusahaan membayar PPh Pasal 21 tambahan sebesar Rp
160,255,740 menggantikan kenikmatan (natura) yang menjadi
tunjangan pajak atas implementasi perencanaan pajak. Sehingga total

penghematan PPh Badan adalah sebesar Rp 51,298,379.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk

CV TBL antaralain:

521

Dalam upaya mengefisiensi beban pajak perusahaan sebaiknya CV
TBL mengubah metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dari
metode gross (ditanggung karyawan) menjadi metode gross up

(diberikan tunjangan/ditunjang).
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5.2.2 Melaui implementasi metode gross up dalam perlakuan PPh Pasal 21
juga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak
secara ilegal, melainkan metode gross up merupakan perhitungan
legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan
jumlah pagjak yang dapat diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi

keuangan perusahaan.
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